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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis mengenai Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 

27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. mengenai kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang 

dilakukan oleh Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz. Berdasarkan dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt 

memutus bersalah Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz melakukan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. Masalah dalam penelitian ini ialah apakah putusan yang diberikan 

oleh Hakim sudah tepat dan apakah dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut 

Umum sudah tepat. Temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa putusan yang 

diberikan oleh Majelis Hakim dirasa kurang tepat. 

 

Kata kunci : Pertimbangan Hakim,Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Hakim, 

Putusan Pengadilan Negeri Bukittingi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt 
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ABSTRACT 

This research analyzes the Decision of the Bukittingi District Court Number 

27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. regarding a case of Trafficking in Persons committed by the 

defendant Irma and the defendant Aziz. Based on the charges of the public prosecutor, 

the judge of the Bukittingi District Court Number 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt found the 

defendant Irma and the defendant Aziz guilty of committing the crime of trafficking in 

persons. The problem in this study is whether the decision given by the judge was 

correct and whether the indictment given by the public prosecutor was correct. The 

findings suggest that the court's decision may not be entirely accurate. 

 

Keywords : Judge's Considerations, Crime of Human Trafficking, Judge's Decision, 

Bukittingi District Court Decision Number 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt   
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BAB I PENDAHULUAN  

(STUDI KASUS) 

1.1  Latar Belakang 

Penulisan Hukum ini akan mengkaji mengenai Putusan Nomor 

27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. Pada tanggal 11 Juli 2023, keluar sebuah Putusan Pengadilan 

Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt mengenai kasus Tindak Pidana 

Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa Irma Yudta dan Terdakwa Aziz 

Abdul Rahman. Dalam putusannya, hakim memutus bahwa para Terdakwa secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

Putusan itu berkaitan dengan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan 

kasus posisi sebagai berikut :  

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 November 2022, sekitar pukul 01.00 

WIB, Anggota Unit Opsnal Reskrim Polres Bukittinggi mendapat informasi bahwa 

adanya transaksi antara pengguna jasa dengan para Terdakwa. Dalam melakukan 

penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi Lathifi sebagai Anggota Polri Polres 

Bukittinggi ditugaskan untuk menyamar sebagai pengguna jasa atau orang yang 

memesan perempuan untuk bisa diajak melakukan hubungan suami istri dengan cara 

dibayar melalui para terdakwa. Kemudian, saksi Lathifi memulai penyamaran dengan 

menghubungi Terdakwa Irma dan menanyakan pada Terdakwa Irma adakah 

perempuan yang dapat melayaninya berhubungan seksual. Setelah itu Terdakwa  Irma 

mencari korban yang dibantu oleh Terdakwa Aziz. Saat pencarian itu, Terdakwa Aziz 

mendapati saksi korban bernama Safira Deli dan pada saat itu bersedia melayani saksi 

Lathifi. Kemudian para Terdakwa berjanji dengan Safira Deli dan saksi Lathifi untuk 

bertemu di Dymens Hotel. Kemudian Terdakwa Irma dengan saksi Lathifi bernegosiasi 

mengenai harga yang harus dibayarkan. Setelah sepakat mengenai harga pembayaran, 

Terdakwa Irma menerima uang tersebut dan memberikan bagian uang tersebut kepada 

saksi korban Safira Deli lalu meninggalkan Saksi Lathifi dengan Safira Deli. Pada saat 
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para Terdakwa ingin meninggalkan hotel tersebut, saksi Lathifi bersama dengan rekan-

rekan Kepolisian melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan membawa para 

Terdakwa Ke Polres Bukittinggi untuk dimintai keterangan. 

Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa karena diduga telah melakukan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu mengeksploitasi seorang wanita bernama 

Safira Deli. Menurut Jaksa, perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur Tindak 

Pidana Perdagangan Orang sehingga para Terdakwa didakwa dua pasal alternatif yaitu 

pasal 2 ayat (1) jo pasal 11 UU No 21 Tahun 2007 tentang PemberantasanTindak 

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan pasal 2 ayat (2) jo pasal 11 UU No 21 Tahun 

2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Pengadilan Negeri Bukittinggi memutus bersalah para Terdakwa dengan alasan 

korban tidak mengetahui dan tanpa persetujuannya berapa dirinya dibayar untuk 

melakukan hubungan seksual sehingga memenuhi unsur mengakibatkan orang 

tereksploitasi. Dalam putusan tersebut Hakim menjatuhkan hukuman kepada para 

Terdakwa berdasarkan pasal 2 ayat (2)  Undang Undang No 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 11 Undang Undang No 21 

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan sanksi 

pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan denda masing-masing 

sejumlah Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 

(satu) bulan.  

Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim dalam memutus perkara ini 

yaitu melihat dari unsur mengakibatkan orang tereksploitasi. Berikut kutipan 

pertimbangan hakim dalam putusannya :  

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan 

dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Saksi Safira Deli 

panggilan Fira tidak mengetahui dan tanpa persetujuannya bahwa Para Terdakwa 

telah melakukan kesepakatan dengan saksi Lathifi Febriandy yaitu berapa dirinya 
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dibayar untuk melakukan hubungan suami istri atau untuk melakukan pekerjaan seks 

komersial tersebut sebanyak itu juga yang diterima oleh Para Terdakwa sehingga Para 

Terdakwa mendapat keuntungan materiil berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam 

ratus ribu rupiah); Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka 

unsur mengakibatkan orang tereksploitasi ini telah terpenuhi.” 

Permasalahannya, menurut penulis kasus diatas secara faktual menunjukkan 

bahwa  perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa yaitu memudahkan perbuatan 

cabul serta menarik keuntungan dari perbuatan yang dilakukan oleh korban. Terdapat 

kerjasama antara Terdakwa Irma dan Terdakwa Aziz untuk mendapatkan wanita 

pekerja seks yang bertujuan untuk pelacuran dan kemudian mendapatkan keuntungan 

dari perbuatan korban tersebut. Namun dalam putusan tersebut berdasarkan dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum, Hakim memutus bahwa para Terdakwa telah melakukan 

perbuatan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena para Terdakwa dinilai telah 

melakukan eksploitasi, dimana eksploitasi merupakan salah satu unsur terpenting 

dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.  

Pasal 296 KUHP berbunyi : “Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata 

pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”, pasal ini 

memberikan sanksi kepada pelaku dengan ancaman hukuman pidana penjara paling 

lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah 

sedangkan pasal 2 ayat (2) UU No 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, memberikan sanksi kepada pelaku dengan ancaman 

hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Melihat dari 

perbedaan sanksi yang diberikan pada pasal 2 ayat (2) UU No 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan sanksi yang 

sangat berat dibandingkan sanksi dari pasal 296 KUHP dan 506 KUHP, maka apabila 



13 
 

para Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dapat 

menimbulkan rasa ketidakadilan pada para Terdakwa. 

Untuk membahas terkait permasalahan ini, penulis akan menganalisis 

mengenai pertimbangan Hakim yang mengkategorikan perbuatan terdakwa sebagai 

Tindak Pidana Perdagangan Orang serta apakah Hakim dapat memutus berbeda dari 

apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Penulis juga akan membahas apakah 

dakwaan dan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum sudah tepat. 

Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kasus ini maka dari itu penulis tertarik 

untuk meneliti kasus ini. Dari kasus di atas, penulis akan melakukan analisis lebih 

lanjut dalam penulisan hukum dengan judul “Studi Kasus Atas Kasus Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 

27/Pid.Sus/2023/PN Bkt” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN 

Bkt. yang mengkategorikan perbuatan Terdakwa sebagai Tindak Pidana 

Perdagangan Orang ? 

2. Apakah pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt 

yang mengkategorikan terdakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang 

adalah tepat ? 

3. Apakah dakwaan dan tuntutan Jaksa untuk perbuatan yang dilakukan para 

terdakwa tersebut sudah tepat ?  

1.3  Manfaat dan Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan hukum berupa studi kasus ini, yaitu untuk mengetahui serta 

menganalisis pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi 

Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt  yang kemudian akan dikaitkan dengan teori hukum 

Progresif serta aturan hukum lainnya yang relevan berkaitan dengan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. 
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1.4  Metode Penelitian 

Penulisan hukum ini disusun dengan menggunakan jenis metode penelitian yuridis 

normatif yang bersifat kepustakaan yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka yang 

akan berfokus pada satu Putusan Pengadilan Negeri yaitu Putusan Pengadilan Negeri 

Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt atau data sekunder berupa bahan hukum 

primer, sekunder, tersier dalam bentuk ketentuan perundang-undangan, literatur hukum 

yang relevan dan bahan-bahan hukum lain yang memiliki relevansi dengan penelitian 

hukum ini. 

1.5   Penelusuran Hukum 

Penulis dalam melakukan penulisan hukum akan meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. 

a.      Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini :  

● Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

● Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

Pasal 296 KUHP: barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai 

pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu 

tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.  

● Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang.Lembaran negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 

58.  

-Pasal 1 angka 1 : Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, 

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan 

seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, 
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penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 

rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 

memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 

tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk 

tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 

-Pasal 2 ayat (1) : Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, 

penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 

ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 

pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, 

penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh 

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan 

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, 

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 

15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 

(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam 

ratus juta rupiah). 

-Pasal 2 ayat (2) : Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana 

yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

-Pasal 11 : Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan 

jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan 

pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 

3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 

● Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt 

  

 

b. Bahan Hukum Sekunder 
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● Bahan hukum sekunder Merupakan bahan yang digunakan penulis untuk 

menjelaskan bahan hukum primer. Di dalam penelitian ini penulis 

menggunakan bahan hukum sekunder di antaranya adalah Putusan Pengadilan 

Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt, serta buku-

buku,jurnal,artikel dan sumber internet lain yang relevan dengan penelitian 

yang sesuai dengan topik studi kasus. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, ringkasan dan riwayat dari 

perkara, rumusan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelusuran sumber hukum 

serta sistematika penulisan mengenai studi kasus atas Putusan Pengadilan Negeri 

Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. 

BAB II : KASUS POSISI PERTIMBANGAN HAKIM DAN AMAR PUTUSAN  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai keterangan Putusan Pengadilan Negeri 

Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt seperti kasus posisi, 

pasal dalam surat dakwaan, pertimbangan dan amar dari putusan. 

BAB III :  LANDASAN TEORI DAN DASAR HUKUM 

Dalam bab ini akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kasus yang 

akan dianalisis seperti tindak pidana perdagangan orang, mucikari, pertimbangan 

hakim,tuntutan jaksa, teori hukum progresif dan aturan hukum lainnya yang terkait 

dengan kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 

27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. 
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BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI 

NOMOR 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt DIKAITKAN DENGAN HUKUM 

PROGRESIF 

Dalam bab ini akan membahas mengenai analisis yang akan dilakukan terhadap 

Putusan Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor 27/Pid.Sus/2023/PN Bkt. dikaitkan 

dengan teori hukum progresif dan teori yang relevan pada bab 3.  

BAB V : PENUTUP  

Dalam bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari hasil studi kasus 

yang telah di analisis.  
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